
SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LEBONG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KAE}UPATEN LEBONG

NOMOR 181 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI
DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LEBONG

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBONG,

Menimbang a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 7
ayat (21 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1

Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan pelayanan

Informasi Pubtik di Lingkungan Komisi pemilihan Umum;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebong tentang
Pembentukan Tim Pembina dan Tim Pelaksana Jaringan
Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten l-ebong.

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor

1 Tahun 2OL4 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan
Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656)

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2O2O tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor

2 Tahun 2O2O tentang Perubahan Ketiga atas Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor

Mengingat
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1 Tahun 2ol4 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan
walikota Menjadi undang-undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2o2o Nomor 193, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6SaZl;

2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2olr tentang pemilihan

umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2ol7 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 61og) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang
Nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan atas Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2OLT tentang pemilihan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2A23
Nomor 54, Tambahan l.embaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6863);

3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 Tentang
Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2AL2

Nomor 82);

4. Peraturan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2Ol9 Tentang

Standar Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2AD Nomor

62el;

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2Ol9
tentang Tata Keq'a Komisi Pemilihan lJmum, Komisi

Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2Al9 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa

kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan

Umum Nomor 12 Tahun 2A23 tentang Perubahan Kelima

Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun

2Ol9 tentang Tata Keq'a Komisi Pemilihan LJmum, Komisi
Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2023 Nomor 3771;

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun
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2O2O tentang T\rgas, Fungsi, Susunan, Organisasi dan
Tata Ke4'a sekretariat Jenderal Komisi pemilihan umum,
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum provinsi, dan
Sekretariat Pemilihan umum Kabupaten/Kota (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2A2O Nomor 1236)
sebagaimana telah diubah dengan peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang
Perubahan Atas Peraturan Komisi pemilihan Umum
Nomor 14 Tahun 2O2O tentang Tugas, Fungsi, Susunan
Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi
Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi pemilihan Umum
Provinsi, dan Sekretariat Komisi pemilihan Umum
KabupatenlKota (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 377);

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor OZ3/TIK.OL-

Kpt/O3/KPU /LII/2O19 Tentang Pembentukan Tim
Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan
Informasi Hukum di Lingkungan Komisi pemilihan

Umum Republik Indonesia sebagaimana telah diubah
dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor

553/TIK.01-Kpt/O3 IKPU /VilI/ 2021 tentang Perubahan

atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor

67 3 / TIK.O 1 -Kpt/ O3 / KPU / III / 20 1 9 tentang Pembentukan

Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan
Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia;

B. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor

1O/HK.04 l0g /2022 Tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di
Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi pemilihan

Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/ Kota;

9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 69O Tahun
2023 tentang Pengangkatan Anggota Kornisi Pemilihan
Umum Kabupaten Lebong Provinsi Bengkulu Periode

2023-2028;



Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA
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1o. Keputusan Komisi pemilihan umum Nomor go6 Tahun
2023 tentang Penetapan Ketua Komisi pemilihan umum
Kabupaten Lebong Provinsi Bengkulu periode 2a23-2o28.

MEMUTUSKAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
LEBONG TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM
TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI
HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEBONG.

Menetapkan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan
Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi
Pemilihan umum Kabupaten L,ebong sebagaimana tercantum
dalam lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Keputusan ini.
Tim Pembina sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU

bertugas:

a. merumuskan kebijakan pembinaan dan pengembangan

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di
Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten l,ebong;

b. menyusun dan menyempurnakan pedoman/standar
pengelolaan teknis dokumentasi dan informasi hukum;
dan

c. melakukan supervise terhadap kualitas pembangunan

hukum dan pelayanan kepada public sebagai salah satu
wujud tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel,
transparan, efektif dan efisien.

Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU

bertugas:

a. menjamin ketersedian dokumnetasi dan informasi hukum
yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat
dan mudah;

b. melakukan pengunggahan seluruh kegiatan yang

berkaitan dengan bidang hukum;
c. melaksanakan kegiatan pengembangan sumber daya

manusia untuk meningkatkan kapasitas tim pengelola;

dan



KEEMPAT

KELIMA
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d. melakukan evaluasi per semester dan laporan tahunan.
Pada saat Keputusan ini ditetapkan, Keputusan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Lebong Nomor 19/TIK.01-
Kptl I7O7 /KPU-Kab/XIl I 2021 tentang pembentukan Tim
Pembina Dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi Dan
Informasi Hukum Di Lingkungan Komisi pemilihan umum
Kabupaten Lebong, sebagaimana telah diubah dengan
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebong
Nomor 16 Tahun 2A22 Tentang perubahan Keputusan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebong Nomor

19lTIK.01-Kpt/ l7O7 /KPU-Kab/XII/2021 tentang
Pembentukan Tim Pembina Dan Tim Teknis Jaringan
Dokumentasi Dan Informasi Hukum Di Lingkungan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Lebong, dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tubei

Pada tanggal 28 Juni 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LEBONG,

ttd

YOKI SETIAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBONG
Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

Reki Haryes



Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN LEBONG

Subbagian Hukum dan SDM,

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KAE}UPATEN LEBONG

NOMOR 181 TAHUN 2023

TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM

TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI

HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN

UMUM KABUPATEN LEBONG

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LEBONG,

ttd.

YOKI SETIAWAN

TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM

DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBONG

Ditetapkan di Tubei

pada tanggal 28 Juni 2023

NO NAMA JABATAN
KEDUDUKAN
DALAM TIM

1 YOKI SETIAWAN
Ketua KPU Kabupaten Lebong

Divisi Keuangan, tlmum,
Rumah Tangga dan Logistik

Ketua Pembina

2 DEVI HERDIATI
Ketua Divisi Sosialisasi,

Pendidikan Pemilih, Parmas
Dan SDM

Pembina

3 RIO ARIA NUGRAHA
Ketua Divisi Perencanaan,

Data Dan Informasi
Pembina

4 SUGIANTO
Ketua Divisi Teknis

Penyelenggaraan
Pembina

5 SUPRIYATNAK
Ketua Divisi Hukum Dan

Pengawasan
Pembina

6 MARTONI, S.Sos
Sektretaris

KPU Kabupaten L,ebong
Pembina

8 REKI HARYES, S.Sos Kasubbag Hukum Dan SDM Tim Teknis

10 RIO HANDOKO, S. KM Staf Subbag Hukum dan SDM Tim Teknis/Operator

Haryes


